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ABSTRACT

The government implements the Standard Inpatient Class (KRIS) policy through Government
Regulation Number 47 of 2021. At Daud Arif Regional Hospital in Kuala Tungkal, Tanjung Jabung
Barat, it was found that there are inconsistencies between the inpatient room services and the
established standards in the implementation of the Standard Inpatient Class (KRIS). The problem
formulation in this research is: 1) How is the implementation of Presidential Regulation Number 59
of 2024 concerning Health Insurance related to the application of standard inpatient rooms at Daud
Arif Hospital in Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat? 2) What are the obstacles in the
implementation of Standard Inpatient Rooms at KH. Daud Arif Hospital? And 3) What efforts are
being made by RSUD KH. Daud Arif in implementing the Standard Inpatient Rooms at KH. Daud Arif
Hospital in Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat? The type of research is conducted through
empirical research (Socio-Legal Research). Primary data sources are obtained from interviews with
informants and Secondary data is obtained from document studies. The data analysis technique is
descriptive qualitative of the data obtained in the field. With the results: 1) The number of inpatient
beds at RSUD KH. Daud Arif is 124 beds, with several inpatient units still combining several types of
services, for example, lung patients combined with internal diseases and eye patients with surgical
patients; 2) The failure to form a rapid implementation team for KRIS, coordination between units is
not yet optimal, and the inventory of facilities related to KRIS implementation has not been conducted
comprehensively; and 3) an urgent need to form a rapid team, conduct an inventory of inpatient
facility rooms, and improve infrastructure to meet standards.
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I. PENDAHULUAN Berdasarkan UU Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, jaminan kesehatan

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap diselenggarakan  secara  nasional
individu dan semua warga negara berhak berdasarkan prinsip asuransi sosial dan
mendapatkan  pelayanan  kesehatan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial
termasuk masyarakat miskin yang dalam meliputi ~ beberapa  aspek, yaitu
implementasinya dilaksanakan secara kegotongroyongan  antar  golongan,
bertahap sesuai dengan kemampuan antara yang tua dan muda, yang kaya dan
keuangan pemerintah dan pemerintah miskin, dan seterusnya, kepesertaan yang
daerah. Oleh karena itu setiap kegiatan bersifat wajib dan tidak selektif; iuran
dan upaya meningkatkan derajat berdasarkan persentase upah/
kesehatan masyarakat yang setinggi penghasilan; dan bersifat  nirlaba.
tingginya  penting  artinya  bagi Kemud_lan, prinsip ekuitas didefinisikan
pembentukan sumber daya manusia sebagai kesamaan dalam memperoleh
Indonesia, pembentukan ketahanan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
daya saing bangsa, serta pembangunan medlsny:_i yang tidak berkfautan dengan
nasional. Dengan demikian pemerintah besaran iuran yang telah dibayarkannya
harus  bertanggung  jawab  untuk (Shaina Naurah Aziza, dkk, 20_2_4).
memberikan kehidupan khususnya dalam Berdasarkan pra penelitian yang
bidang kesehatan terhadap masyarakat telah penulis lakukan di RSUD Daud Arif
(Dwi Chresna Purwaningsih dkk, 2024). Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat

ditemukan bahwa terkait pelayanan
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penerapan Kelas Rawat Inap Standar
(KRIS) masih terdapat ketidaksesuaian
antara pelayanan rawat inap Yyang
dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan
aturan yang telah ditetapkan dalam

Perpres Nomor 59 Tahun 2024
tentang Jaminan Kesehatan (Hasil
Wawancara dengan  Febrianingsih,

perawat di RSUD Daud Arif Kuala
Tungkal, 2024).
Salah satu contoh kasus yang
terjadi adalah belum terdapatnya ruangan
untuk rawat inap standar bagi pasien
penyakit paru, hal ini mengakibatkan
pasien tersebut terpaksa ditempatkan satu
ruangan dengan pasien penyakit dalam.
(Wawancara dengan Yuliana, perawat di
RSUD Daud Arif Kuala Tungkal, 2024).
Berdasarkan latar belakang di

atas, penulis melakukan penelitian
dengan  judul: IMPLEMENTASI
PERATURAN PRESIDEN

TENTANG JAMINAN KESEHATAN
TERHADAP PENERAPAN KAMAR
RAWAT INAP STANDAR DI K.H
RSUD DAUD ARIF KUALA
TUNGKAL TANJUNG JABUNG
BARAT PROVINSI JAMBI.

B. Rumusan Masalah
Rumusan permasalahan yang
dapat ditarik antara lain:

1. Bagaimana implementasi Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2024
tentang Jaminan Kesehatan terhadap
penerapan kamar rawat inap standar
di Rumah Sakit KH. Daud Arif Kuala
Tungkal Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi?

2. Kendala-kendala apa saja dalam
penerapan kamar rawat inap standar
di Rumah Sakit KH. Daud Arif Kuala
Tungkal Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi?

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh

RSUD K.H Daud Arif dalam

penerapan Kamar Rawat Inap

Standar di Rumah Sakit KH. Daud

Arif Tanjung Jabung Barat Provinsi

Jambi?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis implementasi

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

PO

. HASIL

2024 tentang Jaminan Kesehatan
terhadap Penerapan Kamar Rawat
Inap Standar di Rumah Sakit Daud
Arif Kuala Tungkal Tanjung Jabung
Barat.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala
yang ditemukan dalam Penerapan
Kamar Rawat Inap Standar di Rumah
Sakit Daud Arif Kuala Tungkal
Tanjung Jabung Barat.

3. Untuk menganalisis upaya-upaya
yang dilakukan oleh RSUD K.H
Daud Arif dalam Penerapan Kamar
Rawat Inap Standar di RSUD K.H
Daud Arif Kuala Tungkal Tanjung
Jabung Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menggunakan
metode  penelitian  yuridis-sosiologis
(Sosio-Legal Research) vyaitu identifikasi
hukum dengan efektifitas hukum.
Penelitian ini memiliki makna untuk
mengungkap permasalahan-permasalahan
yang ada dibalik penegakan hukum
(Amiruddin dan Zainal Asikrin, 2016).
Sumber data yang digunakan terdiri atas
sumber data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan  data meliputi  studi
dokumen, wawancara mendalam dan
observasi. Teknik Pengolahan Data dan
Analisis Data menggunakan metode
analisis deskriptif kualitatif sehingga
menghasilkan suatu kesimpulan.

PENELITIAN

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Presiden
tentang Jaminan  Kesehatan
Terhadap Penerapan Kamar
Rawat Inap Standar Di Rumah
Sakit KH.Daud Arif Kuala
Tungkal Tanjung Jabung Barat.

1. Fasilitas Rawat Inap RSUD KH.
Daud Arif

DAN
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2. Pemanfaatan fasilitas rawat inap oleh
peserta JKN

Telaah rekam medis tahun
2024 di RSUD KH. Daud Arif
menunjukkan 169 pasien JKN
memilih naik kelas rawat inap
dengan membayar selisih biaya
sesuai PKS dengan BPJS Kesehatan.
Fenomena ini mencerminkan adanya
preferensi pasien terhadap
kenyamanan, privasi, dan fasilitas
tambahan yang belum sepenuhnya
terpenuhi di ruang rawat standar,
sehingga menimbulkan tantangan
dalam implementasi KRIS. Oleh
karena itu, peningkatan mutu sarana-
prasarana sesuai indikator KRIS,
evaluasi rutin, serta sosialisasi
manfaat KRIS perlu diprioritaskan
agar prinsip ekuitas JKN dapat
tercapai secara optimal.
Sumber Daya Manusia (SDM)
RSUD.

Grank 3.1
Pendapat tentang Rumah Sabdt Dand Arif ssemdlikl SDM ysng cukup

ustuk menjalankan KRIS

Sumbers Havts knesioner Peaclitian terhadap Respooden df Kumoak
Sakil KH, Dand Arif Tanjung Jabung Barat, Takun 2028

4. Kelembagaan Tim Percepatan Dan
Sosialisasi

Mayoritas responden cukup
memahami Perpres No. 59 Tahun

2024, sebagian benar-benar paham,
sementara sebagian kecil masih
kurang atau tidak memahami sama
sekali. Hal ini menandakan bahwa
penyampaian  informasi  sudah
berjalan, tetapi kualitas pemahaman
belum merata, sehingga diperlukan
sosialisasi dan pelatihan yang lebih
intensif bagi tenaga kesehatan di
RSUD Daud Avrif.

Anggaran dan dukungan
infrastruktur.

Renovasi gedung rawat inap
ini dibiayai melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) pusat, tanpa adanya
dukungan dana tersebut, rumah sakit
akan kesulitan melakukan
pembangunan dan  penyesuaian
fasilitas sesuai standar KRIS.
Keberadaan renovasi ini merupakan
langkah penting dalam
meningkatkan mutu layanan serta
memberikan ruang rawat inap yang
lebih layak, nyaman, dan sesuai
regulasi  bagi  pasien  (Hasil
Wawancara dengan  Musdalifa).
Keberhasilan implementasi KRIS di
RSUD KH. Daud Arif sangat
bergantung pada kesinambungan
dukungan anggaran baik dari
pemerintah pusat maupun daerah.

B. Kendala-Kendala Dalam

Penerapan Kamar Rawat Inap

Standar di Rumah Sakit KH.

Daud Arif Tanjung Jabung Barat,

Provinsi Jambi.

1. Ketidaksesuaian fasilitas rawat
inap dengan standar KRIS

2. Keterbatasan Sumber Daya
Manusia (SDM)

3. Belum membentuk Tim
Percepatan KRIS

4. Keterbatasan dukungan
anggaran  ntuk  pemenuhan
standar KRIS

5. Belum tersedianya anggaran dari
Dinas Kesehatan dan Pemerintah
Daerah.

C. Upaya-Upaya RSUD KH. Daud

Arif dalam Penerapan Kamar
Rawat Inap Standar di Rumah
sakit KH.Daud arif Kuala tungkal
Tanjung Jabung Barat



Perbaikan Fasilitas Rawat Inap
Penguatan Kapasitan SDM
Pembentukan Tim Percepatan
Penambahan  Anggaran dan
Perbaikan Infrastruktur

5. Koordinasi  dengan  Dinas
Kesehatan dan  Pemerintah
Daerah

Mo

V. PENUTUP

A. Simpulan
Implementasi Perpres No. 59
Tahun 2024 tentang Jaminan
Kesehatan di RSUD KH. Daud Arif
Tanjung Jabung Barat masih
menghadapi  tantangan  berupa
fasilitas rawat inap yang belum
sesuai standar KRIS, pemanfaatan
ruang JKN yang belum maksimal,
serta keterbatasan SDM, anggaran,
dan dukungan pemerintah daerah.
Untuk mengatasinya, rumah sakit
melakukan  perbaikan  fasilitas,
penguatan SDM, pembentukan tim
percepatan, penambahan anggaran,
serta  meningkatkan  koordinasi
dengan pemerintah daerah dan Dinas
Kesehatan setempa
B. Saran
Untuk mendukung penerapan
Kamar Rawat Inap Standar di RSUD
K.H. Daud Arif Kuala Tungkal,
diperlukan perhatian dan fasilitasi
dari pemerintah daerah melalui
Dinas Kesehatan terkait sarana dan
prasarana, proaktivitas pimpinan dan
staf rumah sakit dalam mengambil
kebijakan ~ serta  meningkatkan
koordinasi dan kualitas pelayanan,
serta dukungan masyarakat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
agar pelayanan kesehatan dapat
terselenggara secara optimal.
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